BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasakan hasil penelitian dan sesuai rumusan masalah, dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Peran Kedamangan dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di
Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat berperan penting di masyarakat
Palangkaraya. Kedamangan merupakan lembaga adat Dayak yang telah diberikan
perhatian dan wewenang yang cukup besar oleh Pemerintah Daerah melalui
Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan
Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kedamangan yang didalamnya terdiri dari
Damang kepala adat dan Mantir adat sebagai pelaksana dalam peradilan adat tahap
awal dimana dari adanya kerapatan mantir adat dalam setiap proses penyelesaian
sengketa adat sehingga mampu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan

sebagai dasar kedamangan mengeluarkan Keputusan.

2. Kekuatan putusan Lembaga Kedamangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di
Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah dikuatkan dengan adanya Peraturan Daerah
Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di
Kalimantan Tengah. Pengambilan putusannya Damang dan Mantir adat telah
melihat dan menimbang dari
bukti-bukti yang telah dibuat oleh Kedamangan dianggap lemah. Pada Pasal 28 ayat
1 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan keputusan kerapatan Mantir/Let
Perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak.

Namun pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008



tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan Keputusan
Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang
melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak
hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah
Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di
Kalimantan Tengah menyebutkan dalam penyelesaian perkara di peradilan, Damang
Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara tersebut, sepanjang
perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir /Let Perdamaian Adat.
Melihat dari asas keadilan, maka keputusan yang telah dikeluarkan
Kedamangan dan Mantir Adat ini dianggap telah memberikan keadilan, apabila
penggugat tidak melanjutkan proses di peradilan, dengan begitu keputusan yang
telah dikeluarkan Kedamangan dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah
pihak. Apabila ada pihak yang melanjutkan ke jalur peradilan, maka keputusan yang
telah dikeluarkan oleh Kedamangan dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi
kedua belah pihak. Dari 2 (dua) kasus diatas, para pihak tidak ada yang melanjutkan
ke peradilan. Maka Keputusan Kedamangan dirasa telah memberikan keadilan bagi

kedua belah pihak.

B. Saran
1. Peran lembaga Kedamangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di
Palangkaraya perlu dilibatkan lebih lagi, sehingga Peraturan Daerah yang telah
dibuat dapat melindungi dengan baik dalam setiap prosesnya.
2. Kekuatan Putusan Lembaga Adat yang diambil oleh Damang dan Mantir adat

dipastikan haruslah kuat dan mengikat sehingga dapat tercapainya keadilan.



3. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturn Gubernur
Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah Provinsi

Kalimantan Tengah tidak menghilangkan Hukum Adat setempat.
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